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ABSTRACT
The principle of droit de suite is one of the most important principles in the law of guarantee, 
especially in fiduciary security. The principle implies that the rights of the creditor as the 
recipient of the fiduciary objects continue to follow the object of guarantee, wherever the 
object is, to guarantee the repayment of the debts of the debitor. The rights which are owned 
by the creditor as the recipient of fiduciary security in the principle seem to be absolute, but 
in fact if it is related to de practice, the principle of droit de suite has certain limitations.
The limitations of this principle is whon it is faced with higher interest, the individual rights 
owned by the recipient of fiduciary must succumb, as in the case of illegal logging, which 
once was decided to test the Forestry Law by the Constitutional  Court (Case Decision 
Number 012/PUU-III/2005). Although the State can perform fiduciary deprivation of the 
object which is used for committing illegal logging, but from the aspect of material criminal 
law, it cannot be done immediately to destroy the object of guarantee, since object of the 
fiduciary collateral, is not considered a dangerous thing. Whereas, from the legal aspects of 
criminal procedure, if the case has been decided, then there is a duty of the State to return 
the object of fiduciary to those who own it.
From the aspect of civil law, the creditor as recipient of fiduciary who feel harmed as a 
result of illegal logging practices may have standing to sue for damages under Article 1365 
of Burgerljik Wetboek. The provision is used, because  the act of illegal logging is an act 
against the law and there are losses caused to the recipient of fiduciary.
Keywords: principle of droit de suite, fiduciary, limitations.
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I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Palng tdak terdapat dua prnsp 
yang dkenal dalam hukum perbankan 
yakn prnsp kepercayaan dan prnsp 
kehat-hatan3. Antara kedua prnsp 
tersebut adalah salng berkatan dan salng 
membutuhkan, nyars tdak dapat dpsahkan 
untuk mengembangkan ndustr perbankan. 
Prnsp kepercayaan tersebut tmbul karena 
adanya kehat-hatan dan kehat-hatan 
tersebut harus tetap dlakukan untuk tetap 
tumbuhnya rasa kepercayaan. Kepercayaan 
dapat dlhat dar dua ss, yakn dar ss 
3 Djon S Gazal dan Rachmad Usman, Hukum 
Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta 2010, hlm. 18.
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ndustr perbankan dan dar ss masyarakat 
sebaga nasabah. Industr Perbankan tdak 
akan ada tanpa ddukung oleh nasabah untuk 
menggunakan jasa-jasa yang dtawarkan oleh 
perbankan. Dalam perkembangan ekonom 
sekarang masyarakat tdak akan dapat 
berbuat banyak tanpa ada duna perbankan 
untuk mengelola keuangan yang dhmpun 
dar masyarakat. Kepercayaan adalah salah 
satu prnsp yang mutlak harus dmlk 
oleh ndustr perbankan. Perbankan harus 
mampu memperlhatkan jat drnya kepada 
masyarakat sebaga lembaga keuangan yang 
layak dpercaya  khususnya terhadap nasabah 
penympan dana. Sebalknya nasabah 
pemnjam dana juga harus dapat dpercaya 
oleh phak perbankan sebaga penyalur dana 
yang dbutuhkan oleh masyarakat. Nasabah 
pemnjam dana yang serng dsebut sebaga 
debtur dwajbkan melakukan prestas 
sesua dengan s perjanjan kredt yang telah 
dsepakat.
Prnsp kehat-hatan mutlak dpelhara 
dalam duna perbankan. Phak bank untuk 
menjaga reputasnya untuk mengelola dana 
dwajbkan untuk selalu berskap hat-hat. 
Prnsp kehat-hatan tersebut dwujudkan 
sebelum menyalurkan kredt kepada calon 
penermanya dengan jalan melakukan 
analss terhadap beberapa hal yang dsebut 
dengan 5 C yatu: character (watak), capacity 
(kemampuan), capital (modal), collateral 
(agunan), condition of economy (prospek 
usaha dar nasabah debtur).4  Dar kelma 
hal tersebut, yang palng berkatan dengan 
lembaga jamnan adalah tentang collateral 
(agunan). Secara yurds keberadaan agunan 
tdak harus ada dalam setap penyaluran 
kredt. Hal tersebut merupakan persyaratan 
tekns admnstras dan bersfat preventf 
dalam rangka menjaga kredt yang akan 
dsalurkan. Agunan sebaga jamnan yang 
dberkan oleh nasabah debtur yang dterma 
oleh phak bank selaku kredtur, untuk dapat 
dmanfaatkan oleh phak kredtur manakala 
phak debtur tdak mampu melunas kredt 
yang telah dpnjamnya. Salah satu lembaga 
jamnan d Indonesa untuk mengamankan 
kredit adalah jaminan fidusia. Sebagaimana 
dketahu bahwa benda yang djadkan 
obyek jamnan ddalam lembaga jamnan 
fidusia masih tetap berada di tangan pihak 
debtur selaku penerma kredt. Berbeda 
halnya dengan lembaga jamnan gada yang 
obyek jamnannya tdak dpegang oleh 
nasabah debtur selaku penerma kredt. 
Hakkatnya keberadaan lembaga jamnan 
fidusia adalah untuk membantu nasabah 
debtur bahwa obyek jamnan yang tdak 
dserahkan kepada kredtur adalah agar 
dapat dgunakan untuk melakukan usaha, 
sehngga hasl usaha tersebut dgunakan 
untuk melunas utangnya kepada phak 
kredtur. Tujuan mula tersebut tdak selalu 
dmanfaatkan sebagamana mestnya. Salah 
satu praktk yang pernah terjad adalah obyek 
jaminan fidusia digunakan untuk melakukan 
kejahatan sepert melakukan tndakan illegal 
logging.5
Sementara dss lan terdapat beberapa 
asas yang ada dalam hukum jamnan sebaga 
bagan dar hukum benda. Asas yang palng 
berkatan dengan hal tersebut adalah asas 
preference dan asas droit de suite. Asas 
4 Ibid. hlm.272.
5 Kasus tersebut pernah dajukan ke Mahkamah 
Konsttus: Jurnal Konstitusi, Vol.3. No. 2 Me 2006
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preference adalah asas yang dmlk oleh 
phak kredtur pemegang jamnan yang 
dsebut sebaga kredtur preference. Kredtur 
preference adalah kredtur dutamakan 
penyelesaan kredtnya dar hasl penjualan 
obyek jamnan tersebut, sedangkan asas droit 
de suite merupakan asas yang menyatakan 
bahwa dmanapun obyek jamnan berada 
selalu dkut oleh hak-hak dar phak 
kredtur sebaga penerma jamnan. Dar 
perstwa tersebut terjad kontradktf antara 
asas preference dan asas droit de suite dengan 
perampasan obyek jaminan fidusia yang 
dlakukan oleh negara untuk kepentngan 
penydkan. Kontradktf tersebut dapat 
terjad apabla obyek jamnan tersebut 
tdak dkembalkan kepada phak kredtur 
penerma jamnan atau kredt yang dterma 
oleh phak debtur sudah jatuh tempo dan 
tdak terbayarkan sementara obyek jamnan 
belum dkembalkan atau dalam keadaan 
rusak. Dengan demkan keberadaan phak 
kredtur berada dalam poss yang lemah, 
tdak mendapatlan perlndungan hukum 
sebagamana mestnya. Apabla demkan 
maka asas-asas tersebut belum memberkan 
perlndungan yang maksmal terhadap 
pihak kreditur pemegang jaminan fidusia. 
Kelemahan tersebut seharusnya dapat 
dtutup dengan ketentuan yang lan untuk 
dapat memperkuat poss phak kredtur 
bilamana obyek jaminan fidusia dipakai 
untuk melakukan kejahatan.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang 
sebagamana telah durakan datas, maka 
permasalahan yang dungkap adalah: 
Apakah phak kredtur pemegang jamnan 
fidusia sudah mendapatkan pelindungan 
hukum sesua dengan prnsp-prnsp hukum 
jamnan?
II. METODE PENELITIAN
2.1. Tipe Penelitian
Peneltan yang dlakukan adalah 
peneltan hukum, hal n beranjak dar 
bahwa Ilmu Hukum merupakan dspln yang 
bersfat  Sui Generis,6  lmu hukum memlk 
karakter yang khas yatu bersfat normatf. 
Berdasarkan sfat normatfnya tu lmu 
hukum merupakan lmu yang mempelajar 
tentang eksstens, sfat, substans, prosedur 
dan tujuan norma atau kaedah hukum. Aspek 
yang palng esensal dar norma hukum adalah 
sebaga kaedah untuk mengatur perlaku 
subyek hukum. Ilmu hukum bukan semata-
mata menelt kaedah, melankan menelt 
tetang berlaku tdaknya kaedah hukum, 
tentang apa yang seyogyanya dlakukan 
(preskrptf).7  Menurut Peter M Marzuk, 
peneltan hukum adalah sasarannya untuk 
menjawab su hukum. Setdaknya ada tga 
hal harus dtemukan dalam proses peneltan 
yatu: aturan hukum, prnsp-prnsp hukum, 
ataupun doktrn-doktrn atau pendapat 
sarjana yang berwbawa guna menjawab su 
hukum yang dhadap8.  Peneltan hukum n 
dlakukan untuk menghaslkan argumentas 
6 Sui Generis artnya dar kodratnya (Ranuhandoko, 
Terminologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 2006, hlm. 
508). Menurut jens atau golongannya sendr (Martn 
Basang, The Contemporary Law Dictionary, Red & 
Whte Publshng, Indonesa, 2009,h. 415), Of ts own 
knd, Unque, of ts own partcular type; n a class of 
ts own (Webster’s New World Law Dictionary, Wley 
Publshng, Inc. 2006, hlm.247).
7 Sudkno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah 
Pengantar. Cet. Kelma Lberty Yogyakarta.2007 
hlm. 29 (selanjutnya dsebut Sudkno Mertokusumo 
(I).
8 Peter Mahmud Marzuk, Penelitian Hukum, Kencana 
Prenada Meda Group, Jakarta, 2006, hlm. 35 
(selanjutnya dsebut Peter M Marzuk I).
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terhadap perlndungan hukum kredtur 
pemegang jaminan fidusia.
2.2. Jenis Pendekatan Penelitian
Kegatan  peneltan n dlakukan 
dengan beberapa pendekatan yatu pendekatan 
undang-undang (statute approach), dan 
pendekatan konsep (conceptual approach). 
Pendekatan undang-undang merupakan suatu 
pengkajan terutama peraturan perundang-
undangan serta regulas yang bersangkut 
paut dengan su hukum guna melndung 
kepentngan kredtur pemegang jamnan 
fidusia, khususnya UU No. 49 Tahun 1999 
Tentang Fdusa, Burgerlijk Wetboek (BW) 
Indonesa, serta Ktab Undang-Undang 
Hukum Pdana (KUHP) dan Ktab Undang-
Undang Hukum Acara Pdana (KUHAP).
Analss terhadap perundang-undangan 
tersebut dlakukan dengan cara sebaga 
berkut:
Pada tataran dogmatka hukum, 
akan dlakukan dskrps, sstmatsas, dan 
evaluas tentang perundang-undangan yang 
berkatan dengan hukum jamnan dan secara 
khusus akan danalss UU No. 49 Tahun 
1999 Tentang Fdusa, BW Indonesa, KUHP 
dan KUHAP. Pada tataran teor hukum akan 
danalss tentang pengaturan prnsp-prnsp 
atau asas-asas yang melandas hukum 
jaminan khususnya jaminan fidusia.
Pendekatan konseptual beranjak dar 
pendapat-pendapat dan doktrn-doktrn 
dar para sarjana yang terkemuka dalam 
bdangnya serta berkembang d dalam 
lmu hukum. Pendekatan n dharapkan 
akan menemukan de-de yang melahrkan 
pengkajan terhadap persoalan hukum, yang 
relevan untuk menjawab su hukum yang 
dhadap.
2.3. Bahan Hukum
Kegatan peneltan n menggunakan 
bak bahan hukum prmer maupun bahan 
hukum sekunder. Menurut Black’s Law 
Dctonary pengertan bahan hukum (source 
of law) adalah: “Something (such as 
constitution, treaty, statute, or custom) that 
provides authorities for legislation and for 
yudicial decision; a point of origin for law 
or legal analysis”.   
Djelaskan lebh lanjut perhal bahan 
hukum melput:
Dalam konteks peneltan hukum, kata 
sumber hukum merujuk pada tga konsep 
yang berbeda. Pertama, sumber hukum yang 
merujuk pada keaslan konsep dan de hukum; 
kedua, sumber hukum yang dapat merujuk 
pada lembaga pemerntah yang membuat 
peraturan-peraturan hukum; ketga, sumber 
hukum yang merujuk pada publkas yang 
berwujud hukum. Buku-buku, data base 
computer, mcroforms, serta meda lan yang 
bers nformas tentang hukum atau semua 
sumber hukum9.  
 Bertolak dari uraian definisi tersebut, 
maka dalam peneltan n bahan hukum 
prmer adalah segala bentuk peraturan 
perundang-undangan sepert UU No. 
42 Tahun 1999 Tentang Fdusa, BW 
Indonesa, KUHP dan KUHAP. Sedangkan 
bahan hukum sekunder adalah buku-buku 
teks yang berkaan dengan su hukum yang 
sedang d tuls, artkel-artkel yang dtuls 
dalam jurnal-jurnal hukum. 
9 Bryan A Garner, Black’s Law Dictionary, Eghth 
Edton, West, a Thomson Busness St. Paul, MN, 
2004, hlm.1429. 
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2.4. Prosedur Pengumpulan dan Analisis 
Bahan Hukum
Peneltan dlakukan dalam 2 (dua) 
tahap yatu kegatan pengumpulan bahan-
bahan hukum. Pengumpulan yang dmaksud 
tada lan merupakan suatu nventarsas 
terhadap bahan-bahan hukum prmer 
ataupun sekender10. Pengumpulan bahan 
hukum tersebut dlakukan lewat nventarsas 
hukum postp dan penelusuran kepustakaan 
terkat dengan su hukum yang akan 
dtelt. Terhadap semua bahan-bahan yang 
telah dnventarsr, kemudan dlakukan 
pengkajan, dpaparkan, sstematsas, 
danalss dan dnterpretas, sehngga 
dharapkan dalam peneltan n dapat 
mengkaj dan memecahkan permasalahannya. 
Pemaparan materal peneltan merupakan 
langkah pertama setap peneltan lmah11 
Pemaparan tersebut bukan saja menyangkut 
s, tetap juga struktur hukum postp, 
artnya untuk melakukan kegatan untuk 
menentukan segala yang berada d dalamnya 
atau fungs, manfaat aturan hukum.
 Interpretas terhadap bahan hukum 
prmer dlakukan dalam hal terjad 
kekaburan terhadap aturan hukum tersebut. 
Bruggnk mengelompokkan nterpretas 
kedalam 4 model yatu:  nterpretas bahasa, 
hstors undang-undang, sstemats dan 
kemayarakatan. Interpretas dalam peneltan 
n yang dlakukan adalah penafsran bahasa, 
oleh karena bahasa memegang peranan yang 
pentng dan mendasar untuk mengetahu 
makna yang terkandung dalam setap buny 
aturan perundang-undangan. Penafsran 
sstemats juga dgunakan dalam hal n oleh 
karena perlu untuk mengetahu keterkatan 
peraturan perundang-undangan bak secara 
vertkal maupun secara horzontal, sehngga 
dapat dketahu keharmonsan atau kesesuaan 
dan keterkatan antara satu peraturan dengan 
peraturan lannya. Pada kesempatan n 
bukan hanya dketahu formaltasnya akan 
tetap yang palng pentng adalah kesesuaan 
prnsp-prnsp hukum jamnan. 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pengaturan Perlindungan Penerima 
Jaminan Fidusia.
Ketentuan Pasal 24 UUJF memuat 
tentang tanggung jawab phak pember 
jaminan fidusia akibat perbuatannya.12 
Ketentuan Pasal 24 UUJF tersebut dapat 
dpaham secara rasonal karena sangat 
memungkinkan obyek jaminan fidusia akan 
dsalahgunakan sehubungan obyek jamnan 
tersebut tdak berada pada tangan kredtur 
sebagai penerima fidusia. Dalam praktiknya 
susah untuk mengawasnya karena phak 
debtur dapat berbuat apa saja lebh-lebh 
sudah mengetahu drnya tdak akan 
mampu untuk melakukan kewajban untuk 
melaksanakan prestasnya sesua dengan 
perjanjan yang dlakukan. Seketka juga 
tmbul nat yang tdak bak untuk berbuat 
sesua dan mengngkar kepercayaan yang 
telah dberkan berdasarkan prnsp-prnsp 
dalam jaminan fidusia.
10 Sunaryat Hartono C.F.G, Penelitian Hukum 
Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20, Alumn 
Bandung.1994, hlm.134 (selanjutnya dsebut Sunaryat 
Hartono I).
11 Bernard Aref Sdharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu 
Hukum. Mandar Maju.Bandung,.2000,hlm.43.
12 Pasal 24 UUJF menentukan penerima fidusia tidak 
menanggung kewajban atas akbat tndakan atau 
kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari 
hubungan kontraktual atau yang tmbul dar perbuatan 
melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan 
dan pengalhan benda yang menjad obyek jamnan.   
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Tdak ada ketentuan lan yang 
memberkan perlndungan kepada kredtur 
penerima fidusia apabila pihak debitur 
pemberi fidusia melakukan perbuatan 
melanggar hukum berkatan dengan 
penggunaan obyek jaminan fidusia. 
Perlndungan tersebut hanyalah sebatas 
sebagamana dtentukan oleh Pasal 20 UUJF 
yang menyebutkan bahwa jaminan fidusia 
tetap mengkut benda yang menjad obyek 
jaminan fidusia dalam tangan siapapun 
benda tersebut berada,…….dst. Ketentuan 
tersebut memuat asas droit de suite, namun 
dalam pelaksanaannya tdak semudah yang 
ducapkan.  Tdak ada juga ketentuan yang 
menyebutkan apabila obyek jaminan fidusia 
dgunakan untuk kejahatan dan drampas 
untuk negara. Bagamana kedudukan 
dar obyek jamnan tersebut, bagamana 
kewajiban pemberi fidusia selanjutnya serta 
bagamana hak dar penerma obyek jamnan 
selanjutnya. Tdak ada ketentuan yang 
menyatakan pemberan gant rug seketka 
kepada penerima fidusia dan lain sebagainya 
sebaga akbat dar perbuatan melanggar 
hukum pihak debitur pemberi fidusia. 
3.2. Asas Droit De Suite
Pasal 20 UUJF memberkan angn 
segar kepada penerima jaminan fidusia 
karena kepentngannya terlndung yang 
mengesankan bahwa ketka obyek jamnan 
berada pada tangan orang lan, maka a 
memlk kewenangan untuk mengamblnya. 
Dengan demkan pasal tersebut memuat asas 
droit de suite untuk memberkan kepastan 
hukum terhadap penerima jaminan fidusia.13 
Pengakuan asas tersebut menunjukkan bahwa 
jaminan fidusia merupakan hak kebendaan 
(zakelijkrecht), sebalknya bukan merupakan 
hak perorangan (persoonlijkrecht). Oleh 
karena merupakan hak kebendaan maka hak 
jaminan fidusia dapat dipertahankan terhadap 
sapapun dan berhak menuntut sapa saja yang 
menggangu hak tersebut. Pengakuan asas 
droit de suite merupakan hak jamnan yang 
mengkut bendanya dalam tangan sapapun 
benda tersebut berada guna memberkan 
kepastan hukum bag kredtur pemegang 
jaminan fidusia untuk memperoleh pelunasan 
hutang dar hasl penjualan obyek jamnan 
fidusia apabila debitur pemberi jaminan 
fidusia tidak memenuhi kewajibannya atau 
wanprestas. Kepastan hukum atas hak 
tersebut bukan saja pada saat benda jamnan 
fidusia berada pada debitur pemberi jaminan 
fidusia, tetapi juga ketika benda jaminan 
fidusia telah berada pada pihak ketiga. 
Asas droit de suite tdak berlaku 
terhadap semua benda bergerak sebaga 
obyek jaminan fidusia. Terhadap benda-
benda yang dkecualkan adalah terhadap 
benda persedaan. Namun sangat 
dsayangkan bahwa UUJF tdak menjelaskan 
apa saja yang termasuk sebaga benda 
persedaan. Hanya berdasarkan penjelasan 
Pasal 23 ayat (2) UUJF yang dberkan 
penjelasan secara negatf yatu bahwa yang 
tdak merupakan benda persedaan antara 
lan mesn produks, mobl prbad atau 
rumah prbad. Dss lan dalam penjelasan 
umum angka 3 UUJF menyebutkan bahwa 
13 Pasal 20 UUJF menentukan jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan 
siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia”. 
Dalam penjelasannya menyebutkan bahwa ketentuan n mengaku prnsp “droit de suite” yang telah merupakan 
bagan dar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam katannya dengan hak mutlak atas kebendaan (in 
rem).
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sebelum UUJF dbentuk pada umumnya 
benda yang menjadi obyek jaminan fidusia 
adalah benda bergerak yang terdr dar 
benda dalam persedaan (inventory), benda 
dagangan, putang, peralatan mesn dan 
kedaraan bermotor.  Karena penjelasannya 
sangat sumr yang menjadkan semakn 
tdak jelas, maka memunculkan kekaburan 
atau ketdak pastan terhadap benda apa saja 
yang termasuk sebaga benda persedaan 
yang dkecualkan oleh UUJF. Walaupun 
terhadap benda persedaan secara akadems 
dapat dlakukan penafsran secara a contrario 
terhadap penjelasan yang dsebutkan oleh 
penjelasan Pasal 23 UUJF, tetap tetap juga 
mash menysakan masalah. Contoh yang 
dapat dsampakan dsn adalah beberapa 
kendaraan atau mobl dagangan yang terdapat 
d show room yang belum merupakan mobl 
prbad, maka seharusnya termasuk sebaga 
benda persedaan. Apabla mobl tersebut 
yang belum merupakan mobl prbad 
kut dkecualkan oleh UUJF maka akan 
mendapatkan kesultan selanjutnya karena 
masng-masng mobl memlk nomor 
kerangka dan nomor mesnnya masng-
masng berbeda satu dengan lannya. 
Dantara asas lan yang berkatan 
dengan asas droit de suite tersebut adalah 
asas etkad bak (good faith) karena berperan 
kepada pemberi fidusia sebagai pihak 
debtur. Memang batasan dengan etkad 
bak sult dtentukan, namun demkan pada 
umumnya dapat dpaham bahwa tkad bak 
merupakan kewajban moral. Perjanjan 
tdak dapat menampung segala hal yang 
memlk peran yang sangat pentng dalam 
pembuatan ataupun pelaksanaanya. Jad apa 
yang mengkat bukan hanya apa saja yang 
secara eksplst tertuang dalam perjanjan, 
melankan juga apa yang menurut etkad 
bak juga dharuskan. Dalam sstem hukum 
perjanjan kta prnsp etkad bak datur 
dalam Pasal 1338 (3) BW Indonesa yang 
menekankan adanya keharusan bag para 
phak untuk melaksanakan perjanjan 
dengan etkad bak. Sejalan dengan 
pemkran teorts serta praktk bsns 
yang berkatan dengan perjanjan, maka 
ketentuan tersebut dtafsrkan secara luas 
(extensive interpretation) yang kemudan 
menghaslkan ketentuan bahwa etkad bak 
tdak saja berlaku pada tahap pelaksanaan, 
tetap juga pada tahap sebelum penutupan 
perjanjan (pre-contractual fase)14.  
Terdapat dua makna etkad bak. 
Pertama dalam katannya dengan pelaksanaan 
kontrak sebagamana dtentukan dalam Pasal 
1338 (3) BW Indonesa. Dalam katannya 
dengan pelaksanaannya etkad bak (bona 
fides) dartkan perlaku yang patut dan 
layak antar kedua belah phak. Pengujan 
apakah suatu perlaku tu patut dan adl 
ddasarkan pada norma-norma yang tdak 
tertuls. Kedua, etkad bak juga dartkan 
sebaga keadaan tdak mengetahu adanya 
cacat, sepert msalnya pembayaran dengan 
etkad bak sebagamana datur dalam Pasal 
1386 BW Indonesa.
Pelaksanaan kontrak merupakan 
pelaksanaan hak dan kewajban para phak 
sesua dengan klausula yang telah dsepakat 
dalam kontrak. Fungs etkad bak dalam 
tahap n terutama menyangkut fungs 
membatas dan menadakan kewajban 
kontraktual. Fungs n tdak boleh djalankan 
14 Lhat Yohanes Sogar Smamora, 2009, Hukum 
Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang 
dan Jasa oleh Pemerintah, LaksBang PRESSndo, 
hlm.43. 
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begtu saja, melankan hanya apabla terdapat 
alasan yang sangat pentng dan mendesak. 
Pembatasan tersebut hanya dapat dlakukan 
apabla suatu klausula tdak dapat dterma 
karena tdak adl. Etkad bak bahkan juga 
mempunya fungs menambah kewajban 
kontraktual15.     
3.3. Hak Dalam Hukum Jaminan.
Beberapa pengertan dar hak menurut 
pandangan dar para sarjana adalah sebaga 
berkut: menurut Sudkno Mertokusumo, 
hak adalah kepentngan yang dlndung 
oleh hukum, sedangkan kepentngan adalah 
tuntutan perseorangan atau kelompok yang 
dharapkan untuk dpenuh.16  Dalam kamus 
umum bahasa Indonesa menyebutkan, 
hak adalah kekuasaan, wewenang, benar, 
sungguh-sungguh, nyata, mlk, kepunyaan 
martabat, kekuasaan untuk menuntut 
sesuatu, kekuasaan yang benar atas 
sesuatu.17 Menurut pakar lan hak adalah 
kekuasaan, sehngga kekuasaan tersebut 
dapat dpertahankan kepada setap orang. 
Hal tersebut mengandung art bahwa setap 
orang harus mengaku, menghormat, dan 
mengndahkan kekuasaan tu. Bahwa yang 
memberkan hak tersebut adalah hukum. Hak 
merupakan sesuatu yang harus dhormat, 
dharga dan dberkan kepada yang berhak 
sesua dengan porsnya.18 
Lawan dar hak adalah kewajban. 
Kewajban merupakan keharusan untuk 
melakukan atau tdak melakukan sesuatu 
perbuatan tertentu atas tuntutan satu orang 
atau lebh yang berhak. Secara umum ada tga 
macam kewajban yatu: kewajban hukum, 
kewajban alamah dan kewajban moral. 
Kewajban yang perlu dperhatkan dalam 
hal n adalah kewajban hukum. Kewajban 
hukum adalah kewajban yang harus 
dpenuh, sebab apabla kewajban hukum 
tersebut tdak dpenuh akan menmbulkan 
akbat hukum, yatu adanya tuntutan dar 
mereka yang merasa berhak agar kewajban 
dar phak lan dpenuhnya. Jad kewajban 
tersebut tmbul dar perkatan, bak perkatan 
yang lahr dar perjanjan ataupun yang lahr 
dar undang-undang .     
Hak dalam hubungannya dengan asas 
droit de suite yang terdapat dalam hukum 
jamnan dan dkatkan dengan perampasan 
obyek jaminan fidusia oleh negara, 
ddasarkan pada teor hak. Pengertan hak 
dapat djumpa dalam teor mengena hakekat 
hak. Menurut Lord Lloyd of Hamstead 
dan M.D.A. Freeman terdapat dua teor 
mengena hakekat hak yatu teor kehendak 
yatu mentk beratkan kepada kehendak 
atau plhan dan yang lannya adalah teor 
kepentngan atau teor kemanfaatan. Kedua 
teor tersebut berkatan dengan tujuan 
hukum.19  
Antara kedua teor mengena hakekat 
hak tersebut salng berseberangan satu 
dengan yang lannya.  Menurut teor kehendak 
sebagamana danut oleh H.L.A. Hart, untuk 
19 Peter Mahmud Marzuk, 2008,Pengantar Ilmu Hukum, 
Prenada Meda Group,hlm.172 (selanjutnya dsebut 
Peter M Marzuk II).
15 Lhat Ibid. hlm. 44-45.
16 Sudkno Mertokusumo,2005, Mengenal Hukum Suatu 
Pengantar, Lberty Yogyakarta, hlm. 43(selanjutnya 
dsebut Sudkno,M II).
17 Sultan Muhamad Zen, Kamus Umum Bahasa 
Indonesia, Snar Harapan, Jakarta 1996 : 140
18 M. Yatmn Abdullah,2006,Pengantar Studi Etika, 
Raja Grafindo, Jakarta, hlm.93.
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mencapa tujuan hukum, maka ndvdu 
dberkan kebebasan tentang apa yang 
dkehendaknya. Teor tersebut memandang 
bahwa pemegang hak dapat berbuat apa saja 
atas haknya. Pemegang hak dapat berbuat 
apa saja atas hak tu, dapat melaksanakan, 
melepaskan serta dapat tdak menggunakan 
haknya tu. Apa yang dlakukan tersebut 
merupakan plhannya, sehngga cr khas 
yang palng menonjol adalah bahwa ndvdu 
dapat melakukan dskres sebaga pemegang 
hak.20
Teor kepentngan atau kemanfaatan 
danut anatara lan oleh J. Bentham, Raz, 
Cempbell, yang menyebutkan bahwa tujuan 
hukum bukanlah untuk melndung kehendak 
ndvdu, melankan untuk melndung 
kepentngan-kepentngan tertentu, sehngga 
hak tu adalah sebaga kepentngan-
kepentngan yang dlndung oleh hukum. 
Karena kepentngan-kepentngan tu bukan 
cptaan oleh negara melankan sudah 
ada dalam kehdupan bermasyarakat, 
maka negara memlh mana yang harus 
dlndung.21
Dar kedua teor yang dsebutkan 
datas, apabla dkatkan dengan keberadaan 
asas droit de suite dalam jaminan fidusia 
dan adanya kewenangan negara merampas 
obyek jaminan fidusia yang digunakan 
untuk melakukan kejahatan, maka dapat 
dgunakan untuk melakukan analss terhadap 
perampasan obyek jaminan fidusia tersebut.
3.4. Perampasan Obyek Jaminan 
Fidusia.
Art perampasan adalah pengamblan 
dengan paksaan.22 Perampasan yang 
dlakukan oleh  yang berwenang merupakan 
tndakan yang dlakukan dengan paksaan 
berdasarkan peraturan perundang-
undangan terhadap mereka yang melakukan 
pelanggaran hukum.
Berkut n dsajkan kasus yang pernah 
terjad  berkatan dengan penebangan hutan 
secara illegal (illegal logging).23 Kasus 
tersebut dketahu dar permohonan judicial 
review terhadap Undang-Undang No. 41 
Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagamana 
telah dubah berdasarkan Undang-Undang 
No. 19 Tahun 2004 yang menetapkan Perpu 
No. 1 Tahun 2004 menjad undang-undang 
(selanjutnya dsebut UU Kehutanan). 
Permohonan uj meterl tersebut dlakukan 
oleh PT. Astra Sedaya Fnance. Adapun 
ketentuan yang dmohonkan untuk duj 
adalah Pasal 78 Ayat (15) UU Kehutanan.24
PT. Astra Sedaya  Fnance sebaga 
penerima fidusia menganggap hak dan/
atau kewenangan konsttusonalnya 
drugkan oleh berlakunya UU Kehutanan 
tersebut. Pemohon menyatakan bahwa hak 
konsttusonalnya yang drugkan adalah hak 
akan kepastan hukum yang adl sebagamana 
20 Ibid. hlm.175.
21 Ibid.
22  http://artkata.com/art-3468-rampas.html.25/07/2014
23 dolah dar Henry Subagyo, Jaminan Fidusia Dalam 
Upaya Pemberantasan “Illegal Logging”, Jurnal 
Konsttus Vol. 3 No. 2 Me 2006.                 
24 Pasal 78 Ayat (15) UU Kehutanan yang menentukan 
bahwa: “semua hasl hutan dar hasl kejahatan dan 
pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya 
yang dpergunakan untuk melakukan kejahatan dan 
atau pelanggaran sebagamana dmaksud dalam 
pasal ini dirampas untuk negara”. Dan penjelasannya 
menentukan bahwa: “yang termasuk alat angkut antara 
lan kapal, tongkang, truk, traler, ponton tugboat, 
perahu layar, heli kopter dan lain-lain”.
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datur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, 
hak atas perlndungan harta benda yang 
berada dbawah kekuasaannya sebagamana 
datur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 
1945] dan hak untuk mempunya hak mlk 
yang tdak boleh dambl secara sewenang-
wenang oleh sapapun sebagamana datur 
dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Selan 
tu perampasan terhadap benda obyek 
jaminan fidusia yang dilakukan oleh pihak 
kejaksaan telah melanggar hak kepemlkan 
yang telah beralh pada pemohon (PT. Astra 
Sedaya Fnance) berdasarkan perjanjan 
jaminan fidusia. Dilain sisi berkaitan dengan 
permohonan tersebut pemerntah member 
keterangan antara lan, telah menjad kebjakan 
pemerntah untuk melakukan pemberantasan 
illegal logging yang telah merugkan negara 
dalam jumlah yang cukup besar. Dar jumlah 
kerugannya, illegal logging merupakan 
kejahatan yang memlk dampak yang luar 
basa (extra ordinary crime) dan dar modus 
operandnya illegal logging merupakan 
kejahatan terorgansr (organized crime) 
dengan ndkas keterlbatan masyarakat, 
aparat pemerntah dan penegak hukum serta 
para pengusaha sebaga cukong dan bersfat 
lntas negara pula. Dengan menngkatnya 
kasus illegal logging, kerugan negara tdak 
hanya bersfat ekonoms, melankan juga 
berdampak secara sosal dan menmbulkan 
kerusakan lngkungan serta menngkatkan 
potens bencana. 
Berdasarkan atas permohonan tersebut, 
pertmbangan Majels Hakm Konsttus 
menyatakan antara lan:
- Hak mlk yang telah dlndung oleh 
ketentuan UUD NRI 1945 tdak saja bersfat 
absolut melankan pelaksanaannya wajb 
tunduk kepada pembatasan yang dtentukan 
oleh undang-undang dengan maksud semata-
mata untuk kepentngan keamanan dan 
ketertban umum sebagamana tercantum 
dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
- Ketentuan Pasal 78 ayat (15) UU 
Kehutanan adalah untuk menjaga kepentngan 
yang lebh tngg yatu kepentngan nasonal 
dar tndakan illegal logging yang telah dan 
semakn merajalela, sehngga secara tdak 
langsung mengganggu dan membahayakan 
hak asas orang lan, merugkan negara, 
membahayakan ekosstem dan kelangsungan 
kehdupan.
-  Hak mlk yang ddallkan pemohon 
tdak sama dengan hak mlk yang ddasarkan 
pada hubungan sebagamana halnya antara 
pemegang hak mlk dengan obyek hak mlk 
(nheren), sehngga perlndungan hukumnya 
tdak dapat dperlakukan sama terlebh lag 
untuk kepentngan yang lebh besar.
-  Tdak setap perampasan hak mlk 
sebagamana yang dlakukan dalam kasus 
tu serta merta bertentangan dengan UUD 
NRI 1945. Sepanjang perampasan tersebut 
telah dlakukan sesua dengan kaedah-
kaedah hukum acara, maka tndakan dar 
aparat hukum tdak menyalah prnsp due 
process of law. Meskpun demkan hak 
mlk dar phak ketga dengan etkad bak 
harus dlndung.
Kajan yurds tentang jamnan 
fidusia:
Bahwa fidusia merupakan bagian 
dar hak jamnan yang datur dalam UUJF. 
Dar ketentuan Pasal 1 ayat 1 UUJF25 dapat 
25 Pasal 1 ayat 1 UUJF menentukan bahwa: Fdusa 
adalah pengalhan hak kepemlkan suatu benda atas 
dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda 
yang hak kepemlkannya dalhkan tersebut tetap 
dalam penguasaan pemlk benda.
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dilakukan klarifikasi adalah sebagai berikut: 
terhadap unsur (1) tentang pengalhan 
hak kepemlkan  suatu benda atas dasar 
kepercayaan, dapat memunculkan pertanyaan 
apakah memang benar telah terjad peralhan 
hak mlk pada saat dlakukan perjanjan 
jaminan fidusia? Menurut pandangan 
doktrner bahwa pengalhan hak mlk atas 
dasar kepercayaan sebagamana dtentukan 
dalam Pasal 1 ayat 1 UUJF tersebut tdak benar 
menjadkan kredtur secara langsung sebaga 
pemlk atas benda yang telah djamnkan 
sepert halnya kepemlkan benda secara 
umum. Hal tu hanyalah untuk memberkan 
hak jamnan saja pada kredtur sebagamana 
tujuan dari kata “pengalihan” tersebut tidak 
lan hanyalah untuk memberkan jamnan 
atas suatu pemenuhan hak taghan atas 
eksekus terhadap jamnan26. Demkan juga 
halnya apabla memperhatkan makna kata 
“atas dasar kepercayaan” dapat ditafsirkan 
bahwa dengan pengalhan terhadap benda 
tersebut tdak menyebabkan phak kredtur 
benar-benar sebaga pemlk atas benda 
jamnan. Bahwa obyek jamnan tersebut 
hanya berfungs sebaga benda untuk 
dlakukan eksekus  manakala pelunasan 
utangnya tdak dselesakan sebagamana 
mestnya. Apabla utangnya dlunas oleh 
phak debitur maka obyek jaminan fidusia 
akan kembali kepada pemberi fidusia. Jadi 
jaminan fidusia hanya berfungsi sebagai 
agunan, untuk kepentngan pelunasan 
utang tertentu, memberkan kedudukan 
yang diutamakan kepada penerima fidusia 
terhadap kredtur lannya dar kewajban 
debitur sebagai pemberi fidusia27.
Memperhatkan kasus perampasan 
alat-alat yang dgunakan dalam rangka 
illegal logging maka hal tersebut dapat dkaj 
berdasarkan pada teor tentang hakekat hak, 
sehngga dapat dterma secara rasonal. 
Sebagamana telah dsebutkan datas ada 
dua teor yang mendasar mengena hakekat 
hak, yang pertama teor dar Hart yang 
mengagung-agungkan hak yang dmlk 
oleh setap ndvdu yang sfatnya bebas. 
Dalam art pemlk suatu hak dapat saja 
menggunakan haknya tanpa batasan dar 
sapapun, a dapat berbuat apa saja terhadap 
hak yang dmlknya tersebut. Sedangkan 
teor hakekat hak lannya sebagamana 
danut oleh J. Bentham serta pakar lannya 
menyatakan bahwa hak tu bukan untuk 
melndung kepentngan ndvdu, akan tetap 
untuk melndung kepentngan-kepentngan 
tertentu, sehngga hak tu dlndung oleh 
hukum.
Berkatan dengan perampasan alat-
alat atau benda yang dgunakan untuk illegal 
loging dan dsesuakan dengan pertmbangan 
dar majels hakm Mahkamah Konsttus, 
tentunya ddasarkan pada perlndungan 
terhadap kepentngan-kepentngan tertentu, 
bukan mempersoalkan adanya kepentngan 
yang ndvdualstk. Dengan demkan 
pertmbangan majels hakm dapat kranya 
dterma karena illegal logging termasuk 
sebaga kejahatan yang luar basa (extra 
ordinary crime), yang dapat merugkan 
banyak orang dan merusak lngkungan. 
Dalam hal n putusan majels hakm lebh 
mengedepankan kepentngan orang banyak 
darpada kepentngan ndvdu semata-mata. 
Kepentngan ndvdu d Indonesa tdaklah 
bersfat absolut, mereka secara nvdual tdak 
dapat menggunakan haknya secara bebas 
26 H. Tan Kamelo,2004,Hukum Jaminan Fidusia, Alumn 
Bandung,hlm.190-191.
27 Ibid, hlm.160-162.
436
Magister Hukum Udayana •  September 2015
ISSN 2302-528XJurnal
(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
Vol. 4, No. 3 : 425 - 441
tanpa menghraukan kepentngan yang lebh 
besar.
Sebagamana durakan datas 
mengena perbedaan kepentngan antara 
kepentngan ndvdu dan kepentngan 
masyarakat lebh luas, ternyata konsttus 
kta juga telah mengaturnya berdasarkan 
Pasal 28J UUD 1945.28 Memperhatkan 
kaedah yang datur dalam ketentuan 
tersebut, maka hak seseorang memlk 
batasan-batasan sehngga setap orang tdak 
dapat menjalankan hak dan kebebasannya 
tersebut secara absolut. Dengan demkan 
agar tdak terjad pelanggaran terhadap hak 
orang lan, maka dlakukanlah pembatasan 
yang dtetapkan dengan undang-undang. 
Namun demkan pembatasan tersebut 
haruslah nyata-nyata hanya dengan tujuan 
hukum untuk menjamn pengakuan serta 
penghormatan terhadap hak dan kebebasan 
orang lan, dan untuk memenuh tuntutan rasa 
keadlan yang ddasarkan pada pertmbangan 
moral, nla agama, keamanan dan ketertban 
umum dalam suatu masyarakat29. 
Berdasarkan ketentuan konsttus 
tersebut, maka perampasan yang dlakukan 
oleh negara dalam tndakan illegal logging 
merupakan perampasan yang ddasarkan 
pada peraturan perundang-undangan dan 
tdak bertentangan dengan konsttus, 
karena perbuatan illegal logging tersebut 
dar perspektf sosal, ekonom, hak, 
ketertban umum, serta moraltas sangat 
merugkan bahkan juga perbuatan tersebut 
dapat merusak lngkungan yang bersfat 
kemerosotan terhadap nla lngkungan 
khususnya tanah. 
3.5. Kajian Berdasarkan KUHP dan 
KUHAP
Masng-masng terdapat satu pasal 
dalam KUHP dan KUHAP yang berkatan 
dengan persoalan perampasan terhadap 
barang-barang dar pelaku tndakan kejahatan 
yatu Pasal 39 ayat (1) KUHP dan Pasal 42 
KUHP.30 Kedua ketentuan tersebut adalah 
untuk menjernhkan hubungannya dengan 
kejahatan illegal logging dengan aspek 
hukum pdana yang datur dalam hukum 
acara pdana dan hukum pdana materl.
Memperhatkan kedua ketentuan 
tersebut, nampaknya perampasan yang 
dlakukan tersebut adalah perampasan 
terhadap barang-barang mlk terpdana 
yang dperoleh dar hasl kejahatan. Jad 
dalam ketentuan tersebut seseorang yang 
barangnya drampas adalah ketka a sudah 
menjad terpdana, dengan kata lan apabla 
a belum menjad terpdana maka barangnya 
tdak dapat drampas, barang tersebut 
hanyalah sebaga alat bukt saja. Sementara 
pada perbuatan illegal loging, perampasan 
terhadap barang-barang sudah dlakukan 
28 1)Setap orang wajb menghormat hak asas manusa 
orang lan dalam tertb kehdupan kemasyarakatan, 
berbangsa dan bernegara.
 2).Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setap 
orang wajb tunduk kepada pembatasan yang dtetapkan 
dengan undang-undang dengan maksud semata-mata 
untuk menjamn pengakuan serta penghormatan atas 
hak dan kebebasan orang lan dan untuk menjamn 
tuntutan yang adl sesua dengan pertmbangan moral, 
nla-nla agama, keamanan, dan ketertban umum 
dalam suatu masyarakat demokrats.
29 Henry Subgyo, Op.Cit, hlm.98.
30 Pasal 39 Ayat (1) KUHP menentukan: barang-barang 
kepunyaan terpdana yang dperoleh dar kejahatan 
atau yang dsengaja dpergunakan untuk melakukan 
kejahatan dapat drampas. Pasal 42 KUHP menentukan 
bahwa: segala baya untuk pdana penjara dan pdana 
kurungan dpkul oleh negara, dan segala pendapatan 
dar pdana denda dan perampasan menjad mlk 
negara.
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sebelum seseorang yang melakukan tndakan 
illegal logging menjad terpdana. Ketentuan 
dalam Pasal 39 KUHP tersebut tdak 
dapat atau tdak tepat dgunakan sebaga 
dasar hukum untuk perampasan terhadap 
perbuatan illegal logging, karena seseorang 
yang barang-barangnya drampas ketka 
melakukan perbuatan illegal logging bukan 
seorang terpdana. Sedangkan ketentuan 
Pasal 42 KUHP tersebut dalam katannya 
dengan perampasan untuk barang-barang 
perbuatan illegal logging adalah juga tdak 
tepat, karena  perampasan menjad mlk 
negara sebagamana dtentukan dalam Pasal 
42 KUHP  tersebut adalah barang-barang 
yang benar-benar sfatnya membahayakan 
orang lan maupun lngkungannya, dsampng 
memang barangnya dlarang untuk dmlk, 
juga terdapat barang yang dsalahgunakan. 
Yang perlu dperhatkan bahwa Pasal 42 
KUHP merupakan suatu rangkaan yang 
tdak dapat dpsahkan dengan Pasal 39 
KUHP, sehngga sasarannya adalah terhadap 
barang-barang mlk seseorang yang telah 
menjad terpdana.
Terdapat perbedaan karakter dalam 
perampasan barang-barang yang dgunakan 
untuk illegal loging yang kepastannya 
merupakan barang yang dgunakan sebaga 
agunan utang dalam bentuk jaminan fidusia. 
Sebagamana telah djelaskan datas bahwa 
barang yang djamnkan dalam jamnan 
fidusia tidak dapat dilepaskan dari hak 
kreditur penerima fidusia akan kepentingan 
dar obyek jamnan tersebut. Menurut 
penuls, negara dalam hal n harus mampu 
membedakan keberadaan barang-barang 
yang dgunakan untuk kejahatan serta hakm 
hendaknya mampu melhat keberadaan 
barang-barang yang dgunakan untuk 
kejahatan. Tdak dapat secara serta merta 
segala barang yang dgunakan untuk kejahatan 
drampas dan menjad mlk negara. Hakm 
harus mampu melhat secara kasusts agar 
mereka yang benar-benar memlk etkad 
bak mendapatkan perndungan hukum. 
Sebagamana adagum dalam hukum bahwa 
orang yang beretkad bak mendapatkan 
perlndungan dar hukum.
Perampasan terhadap barang-barang 
jaminan fidusia yang digunakan untuk 
illegal logging, hanyalah sebatas dgunakan 
untuk kepentngan pembuktan dalam 
proses peradlan. Bag penuls perampasan 
terhadap barang jaminan fidusia tidak 
serta merta menjad mlk negara, karena 
barang tersebut walaupun dgunakan untuk 
kejahatan, tetap barang tersebut sfatnya 
tdak membahayakan yang terpentng sekal 
bahwa barang tersebut merupakan barang 
agunan tetap dsalah gunakan. Sama halnya 
dengan kendaraan mobl pada umumnya 
yang menabrak kendaraan lannya. Mobl 
yang dgunakan dalam perstwa kecelakaan 
hanya dgunakan dalam proses pembuktan 
dan tdak untuk menjad mlk negara.
Dengan demkan seyogyanya 
perampasan barang-barang jaminan fidusia 
tersebut setelah proses pembuktanya selesa 
dkembalkan kepada mereka yang palng 
berhak. Memang waktu pengembalan 
barang-barang tersebut tdak ada katannya 
dengan proses penyelesaan utang-putang 
dari pihak debitur pemberi fidusia kepada 
phak kredtur. Artnya kepentngan 
pengembalan barang-barang tersebut 
tdak semata-mata untuk kepentngan 
pihak kreditur penerima fidusia, walaupun 
mereka memlk berbaga hak terhadap 
obyek jaminan fidusia tersebut. Apabila 
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pengembalan tersebut dlakukan maka 
kemungknan terjad adalah pengembalan 
barang tersebut terjad pada saat jangka 
waktu pelunasan utang belum jatuh tempo, 
atau sebalknya dapat terjad pengembalan 
barang tersebut dlakukan pada saat pelunasan 
utangnya sudah jatuh tempo. Persoalannya 
tdak terletak pada kapan pengembalan 
barang-barang yang drampas, tetap yang 
palng pentng adalah barang-barang yang 
drampas tersebut dkembalkan kepada 
mereka yang palng berhak. Pengembalan 
tersebut merupakan wujud perlndungan 
hukum terhadap kredtur pemegang jamnan 
fidusia, sehingga memberikan kepastian 
hukum dan kemanfaatan terhadap kredtur 
penerima fidusia. 
Sekalpun pengembalan barang-
barang yang drampas tersebut dapat 
dlakukan, namun tetap saja belum cukup 
bagi penerima jaminan fidusia karena untuk 
kepentngan yang lebh besar. Itu artnya 
asas droit de suite tetap tdak bersfat 
absolut. Bag penuls perampasan tersebut 
dapat dterma, namun setap perampasan 
tdaklah serta merta menjad mlk negara. 
Seharusnya terdapat perbedaan-perbedaan 
terhadap barang-barang berdasarkan hasl 
seleks yang tepat dan past terhadap barang-
barang yang wajb menjad mlk negara dan 
mana barang-barang yang semestnya dapat 
dkembalkan kepada mereka yang berhak. 
Ketentuan tersebut seharusnya terdapat 
pengaturan dalam perundang-undangan atau 
dalam KUHP.
Berkatan dengan pengembalan 
barang-barang yang djadkan jamnan 
fidusia yang dirampas karena digunakan 
dalam kegatan illegal logging adalah 
merujuk pada Pasal 46 Ktab Undang-
Undang Hukum Acara Pdana (KUHAP), 
ayat 1.31
Untuk mengkaj lebh lanjut keberadaan 
asas droit de suite, dapat dgunakan Pasal 
46 (1) KUHAP tersebut, bahwa benda yang 
dgunakan untuk illegal logging seharusnya 
dkembalkan kepada mereka yang palng 
berhak, yang dalam hal n adalah phak 
kreditur sebagai penerima jaminan fidusia. 
Mereka sesungguhnya tdak mengetahu 
sama sekal terhadap benda obyek jamnan 
fidusia digunakan sebagai alat untuk 
melakukan kejahatan. Demkan juga halnya 
dengan perampasan yang dmaksud untuk 
negara. Bahwa benda obyek jaminan fidusia 
yang dgunakan sebaga alat melakukan 
kejahatan tdak semestnya dmusnahkan 
oleh negara, karena benda tersebut tdak 
membahayakan sapapun sebagamana 
msalnya narkotka, bahan peledak dan 
sebaganya, yang bla dsalahgunakan akan 
dapat menjad malapetaka bag sapapun 
juga.
 Dalam hal pengembalan barang-
barang yang sempat drampas dalam 
tndakan illegal logging harus ddasarkan 
pada dokumen yang sah yang keabsahannya 
tdak dragukan. Dengan demkan duna 
perbankan atau usaha lan yang bergerak 
31 “Benda yang dkenakan penytaan dkembalkan 
kepada orang atau kepada mereka dar sapa benda 
tu dsta, atau kepada orang atau kepada mereka yang 
palng berhak apabla:
 Kepentngan penydkan dan penuntutan tdak 
memerlukan lag;
 b. …………….…dst “
 Pasal 46 Ayat 2 KUHAP menentukan:“apabla perkara 
sudah dputus, maka benda yang dkenakan penytaan 
dkembalkan kepada orang atau kepada mereka yang 
dsebut dalam putusan tersebut, kecual jka menurut 
putusan hakm benda tu drampas untuk negara, untuk 
dmusnahkan atau drusakkan sampa tdak dapat 
dipergunakan lagi…….…dst”
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dbdang usaha keuangan tdak ragu-ragu 
lag untuk memberkan kredt dengan 
jaminan fidusia. Apabila dalam putusan 
pengadlan memutuskan bahwa barang-
barang sebagai obyek jaminan fidusia yang 
dgunakan untuk illegal logging drampas 
dan menjad mlk negara, maka putusan 
pengadlan tersebut akan menjad rujukan 
oleh pengadlan lan yang menangan 
kasus serupa. Menurut penuls putusan 
demkan akan menjad momok pada duna 
usaha, yang setap pengajuan kredt atau 
pinjaman dengan jamianan fidusia akan 
ada kemungknan selalu dtolak oleh calon 
kredtur pember pnjaman/kredt. Dengan 
demkan lama kelamaan lembaga jamanan 
fidusia tidak akan diminati sebagai salah 
satu jamnan terhadap benda bergerak. 
Pengaruhnya akan semakn meluas karena 
duna usaha tdak beran menerma jamnan 
fidusia serta peminjam akan menjadi semakin 
melemah, karena mereka terutama pelaku 
usaha menengah kebawah harapannya hanya 
kepada barang bergerak yang mereka mlk 
untuk djadkan agunan dar utang yang 
mereka ajukan. Apabla mereka mengajukan 
pnjaman dengan jamnan gada, maka 
benda yang dgadakan secara yurds wajb 
tdak berada dtangan debtur pemlk obyek 
gada. Hal tersebut berakbat kembalnya 
pola lama pada waktu lembaga jamnan 
fidusia tidak ada. Dalam sejarahnya justru 
adanya lembaga jaminan fidusia adalah tidak 
mampunya lembaga gada memberkan 
satu-satunya solus duna usaha yang ngn 
melakukan pnjaman utang. Penerobosan 
lembaga gada tersebut terjad secara 
yurds sejak Mahkamah Agung Belanda 
menjatuhkan putusan tgl 25 Januar 1929 
dalam kasus Bierbrouwerij Arrest.  Dalam 
jaminan fidusia obyek jaminan masih berada 
ditangan pemberi jaminan fidusia, tidak 
sepert pada jamnan gada apabla obyek 
jamnan mash dtangan pember gada, 
maka gadanya menjad tdak sah.
6. Gugatan Berdasarkan Pasal 1365 
BW Indonesia.
Gugatan dar phak penerma jamnan 
merupakan tndakan yang bersfat represf 
untuk mendapatkan perlndungan secara 
yurds. Gugatan tersebut dlakukan adalah 
tndakan yang palng terakhr setelah upaya 
perlndungan yang lannya tdak memberkan 
harapan yang berart. Gugatannya tdaklah 
ddasarkan atas wanprestas, tetap gugatan 
gant kerugan yang ddasarka atas perbuatan 
melanggar hukum berdasarkan ketentuan 
Pasal 1365 BW Indonesa. 
Terdapat kemungknan bahwa obyek 
jaminan fidusia yang digunakan untuk 
melakukan kejahatan adalah telah dsewakan 
oleh pemberi fidusia. Apabila demikian 
halnya, maka menurut Pasal 23 Ayat (2) 
UUJF pemberi jaminan fidusia dilarang 
menyewakan obyek jaminan fidusia. 
Berdasarkan Pasal 36 UUJF phak pember 
jamianan fidusia yang telah menyewakan 
obyek jamnan tersebut dancam dengan 
pdana penjara palng lama 2 (dua) tahun 
dan denda palng banyak Rp. 50.000.000 
(lma puluh juta rupah).
Sesungguhnya bag phak penerma 
fidusia dalam hal ini masih tetap mengalami 
kerugan akbat perbuatan menyewakan 
yang dilakukan oleh si pemberi fidusia. 
Yang palng dkehendak oleh penerma 
fidusia adalah pengembalian harta senilai 
aset yang telah dberkan kepada pember 
fidusia. Ancaman hukuman kepada pemberi 
fidusia tidak menyelesaikan hubungan 
kontraktual yang pernah dlakukan antara 
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pihak penerima dan pemberi fidusia. Pihak 
penerima fidusia tetap mengalami kerugian 
secara ekonoms sekalpun phak pember 
fidusia telah dijatuhi hukuman pidana.
Penjatuhan sanks terhadap phak 
debitur pemberi jaminan fidusia tidak 
menyelesakan hubungan kontraktual yang 
dlakukan antara pember dan penerma 
fidusia. Pada umumnya penyelesaian 
hubungan kontraktual yang berkatan dengan 
wanprestas adalah tuntutan gant kerugan 
berdasarkan wanprestas. Sementara 
penyewaan benda jaminan fidusia yang 
dilakukan oleh pemberi fidusia merupakan 
suatu pelanggaran terhadap ketentuan UUJF. 
Dengan demkan adalah layak dancam 
dengan sanks pdana.
Jad asas droit de suite belumlah 
bersfat mutlak. Dalam hal n yang 
dbutuhkan  pengaturan dalam UUJF untuk 
mengs kekosongan sebaga jamnan atas 
pemberlakuan asas droit de suite yatu 
bahwa pihak pemberi jaminan fidusia yang 
telah melakukan perbuatan melanggar 
hukum dwajbkan untuk memberkan 
penggantan kerugan senla jamnan 
yang telah dberkan. Jad dalam hal n 
apabla perbuatan melanggar hukumnya 
telah terbukt maka phak pember jamnan 
fidusia secara langsung dan dipaksakan 
memberkan gant kerugan, yang bla perlu 
dlakukan penytaan atas harta benda bak 
bergerak ataupun benda tetap yang a mlk. 
Dengan demkan gugatan gant kerugan 
berdasarkan Pasal 1365 BW Indonesa tetap 
perlu  dlakukan.
IV.  SIMPULAN DAN SARAN
4.1.   Simpulan
 Bahwa ketentuan Pasal 20 UUJF 
tersebut yang memuat asas droit de suite 
mash mengandung kelemahan yakn UUJF 
tdak menentukan penggant obyek jamnan 
fidusia ketika obyek jaminan dirampas 
untuk kepentngan negara ataupun tdak ada 
kewajban dar hakm pada waktu proses 
dan putusan persdangan dlakukan untuk 
mengembalikan obyek jaminan fidusia.
Perampasan obyek jaminan fidusia oleh 
negara yang dgunakan untuk kegatan illegal 
loging adalah untuk melndung kepentngan 
yang lebh besar dar pada kepentngan 
ndvdual yang dmlk oleh penerma 
jaminan fidusia. Namun demikian dikaji dari 
KUHP dan KUHAP, apabla perkaranya 
sudah dputus oleh Pengadlan, maka obyek 
jamnan tersebut wajb dkembalkan kepada 
mereka yang palng berhak.  
Langkah represf yang dapat dlakukan 
oleh penerima fidusia dalam hal obyek 
jaminan fidusia dirampas oleh negara 
adalah melakukan gugatan gant kerugan 
berdasarkan Pasal 1365 BW Indonesa. 
Gugatan tersebut dlakukan karena phak 
pemberi fidusia melakukan perbuatan 
melanggar hukum yang mengakbatkan 
kerugian pada pihak penerima fidusia sebagai 
kredtur, karena tdak dapat memberkan 
kepastan jamnan tehadap pelunasan 
pnjaman yang telah dlakukan oleh phak 
pemberi fidusia.
4.2.  Saran
2.1. Untuk mengantspas etkad buruk 
dari pihak pemberi fidusia sebagai debitur 
mash dperlukan lag pengaturan dalam 
UUJF yang berupa perjanjan tambahan 
khususnya nla kredt dan jamnan yang 
relatf besar untuk memberkan kepastan 
hukum terhadap kredtur sebaga menerma 
fidusia. Pengaturan yang dibutuhkan 
adalah menegaskan bahwa hakm memlk 
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wewenang untuk mengembalkan obyek 
jaminan fidusia yang dirampas untuk negara. 
Obyek jaminan fidusia tidak harus menjadi 
mlk negara sebagamana dtentukan dalam 
Pasal 42 KUHP. Sehngga phak kredtur 
mendapatkan perlndungan hukum.
2.2. Dalam hal pihak penerima fidusia 
melakukan gugatan gant kerugan berkatan 
dengan kejahatan yang dlakukan dengan 
menggunakan obyek jaminan fidusia, maka 
pengadlan secepatnya melakukan penytaan 
terhadap barang lan dar phak pember 
fidusia untuk meyakinkan serta memastikan 
akan pelunasan utang yang mash terssa dar 
pihak pemberi fidusia.
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